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ABSTRAK

KEDUDUKAN SERTA PERAN LEMBAGA ADAT BATAK (MARGA
PAKPAHAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TERHADAP
AHLI WARIS DI KOTA PALEMBANG

MARDI PARLINDUNGAN PAKPAHAN

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum mengenai cara penerusan dan
peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari
generasi ke generasi. Masyarakat adat Batak memiliki kebiasaan budaya dan norma
yang diturunkan dari para leluhur untuk menjalani kehidupan yang baik, yang tidak
terpisahkan dari kegiatan yang diatur dalam adat dan budaya. Salah satu aspek
tersebut adalah sistem waris yang dianut oleh masyarakat Batak, di mana garis
keturunan ditarik melalui pihak laki-laki (patrilineal). Berdasarkan Yurisprudensi
Keputusan Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961 dan Yurisprudensi Keputusan
Mahkamah Agung No. 03/Yur/Pdt/2018, kedua putusan tersebut sama-sama
mengatur perihal hak waris terhadap kesetaraan antara anak laki-laki dan
perempuan memiliki hak yang sama. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini
adalah: (1) bagaimanakah penerapan pembagian harta waris dalam hukum adat
Batak (Marga Pakpahan) di kota Palembang? (2) bagaimanakah kedudukan dan
peran Lembaga adat Batak (Marga Pakpahan) dalam menyelesaikan sengketa waris
terhadap anak Perempuan yang tidak mendapatkan harta waris?. Metode penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Hasil penelitian
menunjukan bahwa penerapan pembagian harta waris pada marga Pakpahan di kota
Palembang terdapat 2 cara dalam menerapkan pembagian warisan kepada ahli
warisnya yaitu sistem patrilineal dan sistem parental. Kedudukan Lembaga Adat
Batak (Marga Pakpahan) dikota Palembang adalah sebagai mediator dalam suatu
penyelesaian sengketa apabila tidak ditemukannya penyelesaian secara
kekeluargaan dengan menggunakan prinsip Dalihan Natolu. Diperlukan koordinasi
seluruh ketua adat marga batak yang ada di kota Palembang untuk membahas
kepastian tentang pembagian warisan. Penelitian lebih lanjut terhadap masyarakat
batak yang masih memegang teguh adat-istiadat walaupun ia merantau ke kota dan
juga dari sudut pandang harta waris dan ahli waris, tetapi juga terhadap masyarakat
batak marga lainnya.

Kata Kunci: Kedudukan, Lembaga Adat Batak, Penyelesaian Sengketa, Waris
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ABSTRACT

THE POSITION AND ROLE OF THE BATAK CUSTOMARY INSTITUTION
(MARGA PAKPAHAN) IN RESOLVING INHERITANCE DISPUTES
AGAINST HEIRS IN THE CITY OF PALEMBANG

MARDI PARLINDUNGAN PAKPAHAN

Customary inheritance law is legal rules regarding the way of passing on and
transferring wealth, both tangible and intangible, from generation to generation.
The Batak indigenous people have cultural habits and norms that are passed down
from their ancestors to live a good life, which are inseparable from the activities
regulated in the customs and culture. One of these aspects is the inheritance system
embraced by the Batak community, where the bloodline is drawn through the male
side (patrilineal). Based on the Jurisprudence of the Supreme Court Decision No.
179/Sip/1961 and the Jurisprudence of the Supreme Court Decision No.
03/Yur/Pdt/2018, the two decisions both regulate the issue of inheritance rights to
equality between boys and women have the same rights. The problems studied in
this study are: (1) how is the application of the distribution of inheritance in the
Batak customary law (Marga Pakpahan) in the city of Palembang? (2) what is the
position and role of the Batak Customary Institution (Marga Pakpahan) in
resolving inheritance disputes against girls who do not get inheritance? The
research method used in this study is the empirical method. The results of the study
show that the application of inheritance distribution in the Pakpahan clan in the
city of Palembang has 2 ways to implement the distribution of inheritance to their
heirs, namely the patrilineal system and the parental system. The position of the
Batak Customary Institution (Marga Pakpahan) in the city of Palembang is as a
mediator in a dispute settlement if no familial settlement is found using the principle
of Dalihan Natolu. Coordination of all traditional heads of the Batak clan in the
city of Palembang is needed to discuss certainty about the distribution of
inheritance. Further research on the Batak people who still hold fast to the customs
even though they migrated to the city and also from the point of view of inheritance
and heirs, but also on other Batak clan people.

Keywords: Position, Batak Customary Institution, Dispute Resolution, Heirs
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia mempunyai beragam suku, budaya, adat, serta nilai-nilai
sejarah yang berbeda-beda. Hal ini sangat berperan penting dalam membentuk
identitas nasional dalam kehidupan bermasyarakat sosial. Identitas nasional
mencerminkan dengan jelas sejarah, tradisi, nilai-nilai, keyakinan, sikap, dan cara
hidup masyarakat Indonesia. Perbedaan suku dan budaya di Indonesia dipengaruhi
oleh berbagai faktor, termasuk geografi, sejarah, agama, etnis, dan tradisi. Namun
perbedaan tersebut membentuk satu-kesatuan dan menghubungkan seluruh

masyarakat indonesia dengan berdasarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Salah satu di antara banyaknya suku di Indonesia adalah suku Batak. Suku
Batak awalnya terbentuk di perkampungan Sianjur Mula-mula yang terletak di
pinggir Danau Toba kaki Gunung Pusuk Buhit Pulau Samosir. Dari lokasi ini,
keturunan suku Batak menyebar ke daerah sekitarnya hingga akhirnya ke seluruh
penjuru Tanah Batak.!

Proses kelahiran pada hukum adat tidaklah ada secara tiba-tiba, melainkan
melewati tahap-tahap yang sangat panjang. Sebelum berdirinya negara Indonesia
sendiri, keragaman budaya, adat-istiadat, dan bahasa telah ada. Setiap negara, ada
sistem negara, ada sistem kekerabatan masyarakat dan kebiasaan sosial yang
berbeda-beda. Sejak lama, masyarakat Indonesia telah mempertahankan adat-
istiadat mereka dan membangun tatanan sosial yang dihormati berdasarkan
keyakinan yang dipegang oleh setiap suku di wilayah tersebut. Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 18 B ayat 2 dalam pasal ini menegaskan pentingnya pengakuan
serta penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia.
Pada konteks ini negara berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan identitas,
adat, dan tradisi yang dimiliki oleh komunitas-komunitas tersebut, selagi tetap
sejalan dengan nilai-nilai dan perkembangan masyarakat modern. Hal ini
mencerminkan pengakuan atas keragaman budaya serta sistem nilai yang berada di

! Frince Karolina Indah Tampubolon. “Hukum Waris Adat Batak Toba: Studi di Desa Ria-
Ria dan Desa Ria-Ria dan Desa Parsingguran Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera
Utara,”. (2019) https://repository.uksw.edu//handle/123456789/20230.



Indonesia, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan kemajuan
zaman.

Hukum adat Batak mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, antara
lain keluarga dan perkawinan, warisan, tanah dan pertanian, sosial dan budaya, serta
penyelesaian sengketa. Aturan-aturan tersebut berperan penting dalam menjaga
identitas dan solidaritas masyarakat suku Batak.

Hukum adat mengatur berbagai hal, diantaranya ialah sistem kekerabatan, yang
di Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok:

1. Sistem Patrilineal, dalam sistem ini anggota keluarga pewarisan dilakukan
dengan ditariknya garis keturunan ayah. Contohnya: Batak, Bali, Lampung,
dan lainnya.?

2. Sistem Matrilineal, dalam sistem ini anggota keluarga pewarisan dilakukan
dengan ditariknya garis keturunan ibu. Contohnya: Minangkabau dan
lainnya.’

3. Sistem Parental/Bilateral, dalam sistem ini anggota keluarga pewaris
dilakukan dengan ditariknya garis keturunan ayah dan ibu. Contohmya:
Kalimantan, Jawa dan lainnya.*

Masyarakat adat Batak Toba memiliki kebiasaan budaya dan norma yang

diturunkan dari para leluhur untuk menjalani kehidupan yang baik, yang tidak
terpisahkan dari kegiatan yang diatur dalam adat dan budaya. Salah satu aspek

2 Zainal Arifin Haji Munir, Kewarisan Dan Problematikanya Di Indonesia (Tangeran
Selatan: Lembaga Kajian Dialektika, 2023). HIm. 101

3 Sapit Sapto Nugroho, Hukum Waris Adat (Solo: Pustaka Iltizam, 2016). HIm. 83

“Antonius Ando Triadi Manurung, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada
Masyarakat adat Batak Toba Di Desa Sungai Kerjan, ” Zaaken :Journal Of Civil And Business Law
4(1) (2023): 91-108. https://mail.online-journal.unja.ac.id/zaaken/article/view/22452/16147.



tersebut adalah sistem waris yang dianut oleh masyarakat Batak Toba, di mana garis
keturunan ditarik melalui pihak laki-laki (patrilineal).’

Penerapan sistem patrilineal ini mempengaruhi status anak perempuan sebagai
anak dan ahli waris. Pada masyarakat Toba, anak perempuan dianggap asing dalam
hukum adat, sehingga mereka tidak menerima warisan. Namun, sebagai seorang
istri, mereka tetap berhak atas harta yang merupakan hasil gabungan saat menikah.
Suku Adat Batak Toba umumnya lebih mengutamakan anak laki-laki dalam hal
warisan.®

Menurut Eman Suparman, pewaris merupakan orang yang telah meninggal
dunia, baik laki-laki maupun perempuan, yang meninggalkan sejumlah harta
kekayaan, termasuk hak dan kewajiban yang dilaksanakan selama hidupnya, baik
melalui surat wasiat maupun tidak. Sementara itu, menurut Emelia Krisnawati, ahli
waris adalah orang yang menerima harta warisan dari pewaris. Harta warisan
merujuk pada keseluruhan harta yang dimiliki oleh si pewaris selama hidupnya.’

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum mengenai
cara penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak
berwujud, dari generasi ke generasi. Sementara itu, menurut Soepomo, hukum
waris adat mencakup peraturan-peraturan yang mengatur proses pengalihan dan
pemindahan harta benda serta aset-aset yang tidak berwujud dari pewaris kepada
keturunannya.®

Yurisprudensi  Keputusan Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961 ini
mencerminkan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan prinsip persamaan hak,
serta berfungsi sebagai landasan bagi penerapan hukum yang adil dalam
masyarakat. Dengan menegaskan bahwa warisan tidak seharusnya dibedakan
berdasarkan jenis kelamin, Keputusan ini berkontribusi pada perubahan nilai-nilai
sosial yang lebih egaliter dalam konteks pewarisan. Ini menjadi salah satu tonggak
penting dalam mempromosikan kesetaraan gender serta perlindungan hak-hak
perempuan dalam sistem hukum di Indonesia.® Dalam Yurisprudensi Keputusan
Mahkamah Agung No. 03/Yur/Pdt/2018, Keputusan ini mencerminkan perubahan
paradigma dalam hukum waris, yang sebelumnya lebih mengutamakan hak laki-
laki. Dengan mengakui hak perempuan, yurisprudensi ini berkontribusi pada
penguatan kesetaraan gender serta perlindungan hak-hak perempuan dalam
masyarakat. Disamping itu, keputusan ini juga menunjukkan komitmen Mahkamah

% Novia Alexia Aisyah. “Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada
Masyarakat adat Batak Toba Sumatera Utara,” Mizan: Jurnal llmu Hukum 11(1) (2022): 1-8.
https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323.

® Reggina Eriyanti Zealanandia Aura Sari And Yaafi;Ah Qothrunnada Elysia Al-Mahya.
“Sistem Pembagian Waris Kepada Anak Dalam Waris Adat Batak Toba,” Jurnal llmu Hukum,
Sosial, Dan Humaiora 1(6) (2023): 58-66.
http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/581/562.

"Maman Suparman, Hukum Waris Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). HIm. 17.

8 Dea Justicia Ardha, Kapita Selekta Hukum adat (Palembang: Noer Fikri Offset, 2023).
Him. 104

® Novia Alexia Aisyah, 2022, HIm.6.



Agung untuk mendorong keadilan dan kesetaraan dalam sistem hukum Indonesia,
serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati dan melindungi hak
semua individu dalam konteks pewarisan.°

Dengan keluarnya putusan tersebut pada penerapannya di masyarakat Batak
belum terlalu efektif sebagai acuan dalam membagi warisan dengan setara,
terutama di desa perkampungan Muaratolang Sumatera Utara, yang dimana masih

memegang teguh sistem Patrilineal dalam hal waris mereka sehingga anak

perempuan tidak berhak atas waris orangtuanya.

Penulis menemukan kasus di Desa Muaratolang ketika dalam sebuah keluarga
tidak memiliki keturunan anak laki-laki, tetapi hanya memiliki keturunan anak
perempuan. Ketika si pewaris meninggal dunia, anak perempuan tersebut tidak
berhak atas warisan dari orangtuanya sehingga yang berhak atas warisan tersebut
ialah saudara sedarah dari orangtua dari pihak laki-laki. Dalam hal ini menimbulkan

permasalahan dalam harta waris orangtua mereka yang tidak bisa mereka miliki.

Pada sebuah sengketa yang terjadi di desa, Lembaga Adat sangat berperan
penting serta memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelesaian permasalahan yang
ada di desa. Setiap desa memiliki Lembaga Adat mereka untuk menjaga nilai-nilai
adat-istiadat mereka, dan berbeda-beda cara penyelesaian sesuai dengan daerah
mereka. Setiap permasalahan Lembaga Adat selalu menggunakan prinsip Dalihan

Na Tolu sebagai acuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.

10 Tya Sonia And Sarwiti Sarwoprasodjo. “Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian
Budaya Masyarakat adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya,”
Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat 4(1) (2020): No. 113.
https://www.researchgate.net/publication/338978566_peran_lembaga adat dalam_pelestarian_bu
daya_masyarakat_adat _kampung_naga_desa_neglasari_kecamatan_salawu_tasikmalaya.



Penyelesaian sengketa dalam hukum adat Batak tidak terlepas dari Dalihan Na
Tolu yang berperan penting untuk menyelesaikan banyak sengketa, salah satunya
sengketa waris. Penyelesaian sengketa harta warisan tidak hanya melibatkan ahli
waris tetapi melibatkan juga tokoh masyarakat serta tokoh adat. Setiap daerah
memiliki penyelesaian sengketa warisan yang disesuaikan dengan keadaan suatu
daerah, dan kebijakan dari pihak yang bersangkutan.'!

Dahilan Na Tolu merupakan falsafah hidup yang dimiliki oleh masyarakat adat
Batak, yang arti harafiahnya ialah tungku yang memiliki 3 batu. Ketiga batu itu di
lambangkan sebagai pihak-pihak yang seimbang yang terdiri dari: Somba Marhula-
hula (Menghormati tulang dari pihak marga ibu/ isteri), Manat Mardongan Tubu
(Bersikap hati-hati terhadap sesama saudara semarga), dan Elek Marboru (Bersikap
ramah terhadap saudara perempuan). Dalam hal tersebut maka Dalihan Na Tolu
merupakan suatu ungkapan yang yang mengatur seluruh sistem kekerabatan, sistem
kebudayaan, dan tata kehidupan orang Batak Toba. 2

Seiring berkembangnya zaman, banyak masyarakat Batak tidak hanya tinggal
di tanah kelahiran mereka tetapi banyak sekali masyarakat Batak yang merantau ke
kota lain, bahkan sampai ke luar negeri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) merantau ialah sebutan untuk orang yang pindah ke daerahnya ke daerah
lainnya. Banyaknya masyarakat Batak yang merantau, membuat perubahan dalam
gaya hidupnya. Ada yang masih memegang teguh adat-istiadat serta hukum-hukum
adatnya, tetapi ada juga sudah tidak memegang hukum adat-istiadatnya. Dalam hal
ini juga berpengaruh dalam sistem waris adat, yang dimana masih menggunakan
sistem waris adatnya, dan ada juga menggunakan sistem waris pada hukum
positif.13

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Silvya tahun 2023 menyebutkan
bahwa dalam pelaksanaan dalam pembagian warisan terhadap keluarga Batak di
kota Semarang sudah tidak memegang teguh adat-istiadatnya dalam pembagian
harta waris. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa faktor-faktor seperti faktor
kasih sayang, faktor agama, dan faktor-faktor lainnya yang mendukung penyebab
perubahan pembagian sistem waris.

Disetiap kota perantauan setiap marga memiliki peran dalam menyelesaikan

berbagai permasalahan yang terkait dengan adat-istiadatnya sama seperti Lembaga

11 Tlham Syukur, “Peran Dalihan Na Tolu Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di
Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu,” 2022. https://etd.uinsyahada.ac.id/8§993/

2 Dian Uli Et Al., “Filsafat Pancasila Dalam Konsep Filosofis ‘Dalihan Na Tolu’
Masyarakat adat Batak Toba,” Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat 3 (2023): 32-41.
https://doi.org/10.51178/jpspr.v3i2.1345.

13 Melania Sylvia Fernanda, “Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat adat Batak
Perantauan Di Kota Semarang,” 2023. https://repository.unika.ac.id/30967/



Adat yang ada di desa. Organisasi marga juga memiliki kesetaraan yang sama

dengan Lembaga Adat dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Dari banyaknya marga yang ada dikota palembang salah satunya ialah marga
Pakpahan. Peneliti menemukan suatu keturunan pada marga Pakpahan yang hanya
memiliki anak perempuan sehingga menimbulkan permasalahan bagaimana

pembagian waris kepada keturunan tersebut.

Peneliti melihat bahwa banyak masyarakat suku Batak asli telah merantau ke
Kota Palembang. Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti kedudukan dan peran
Lembaga Adat Batak dalam pembagian warisan, proses pembagian harta waris
menurut hukum adat Batak serta penyelesaian sengketa terkait pembagian warisan

di antara masyarakat Batak Toba yang tinggal di Kota Palembang.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk
melaksanakan penelitian dengan judul. “KEDUDUKAN DAN PERAN
LEMBAGA ADAT BATAK (MARGA PAKPAHAN) DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TERHADAP AHLI WARIS DI

KOTA PALEMBANG”.



B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimanakah penerapan pembagian harta waris dalam hukum adat Batak
(Marga Pakpahan ) di Kota Palembang?

2. Bagaimanakah kedudukan dan peran Lembaga Adat Batak (Marga
Pakpahan) dalam menyelesaikan sengketa waris terhadap anak perempuan
yang tidak mendapatkan harta waris?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini mencakup bidang hukum adat dengan tujuan untuk memahami
kedudukan dan peran Lembaga Adat Batak (Marga Pakpahan) dalam pembagian
harta waris dan penyelesaian sengketa waris di antara masyarakat suku asli Batak
Toba di Kota Palembang.

D. Tujuan dan manfaat penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini:

1. Tujuan penelitian

a. Untuk memahami sistem hukum adat Batak terkait pembagian harta
waris.

b. Untuk mengetahui kedudukan dan peran Lembaga Adat Batak dalam
menyelesaikan sengketa waris apabila anak perempuan tidak mendapat
waris.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

mengenai kedudukan dan peran Lembaga Adat Batak dalam



penyelesaian sengketa waris. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi
referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan
hukum adat khususnya dalam hal pembagian warisan serta berfungsi
sebagai media belajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang.
b. Manfaat praktis:
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan
rujukan bagi praktisi hukum, terutama dalam menangani permasalahan
pembagian waris menurut hukum adat Batak.
E. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual dalam penulisan ini mencakup istilah dan pembahasan
yang akan dijabarkan dalam skripsi. Berikut adalah penjelasan mengenai istilah-
istilah dan pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi ini:
1. Kedudukan adalah suatu konteks dalam posisi tertentu.
2. Peran adalah fungsi atau tanggung jawab yang diemban oleh seseorang atau
kelompok dalam suatu situasi.
3. Marga adalah sebuah simbol dalam suatu suku, yang akan diteruskan
kepada keturunannya.
4. Adat adalah gagasan kebudayaan yang mencakup nilai-nilai budaya,
kebiasaan, norma-norma, kelembagaan, serta hukum adat yang ada di setiap

daerah.'*

4 Erwin owan hermansyah Soetoto, Buku Ajar Hukum adat (Malang: Madza Media,
2021). HIm. 6



5. Hukum adat adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia, di mana
siapa pun yang melanggar hukum adat tersebut akan dikenakan sanksi, dan
sanksi itu dapat dipaksakan.®®

6. Waris adalah kumpulan aturan yang mengatur perpindahan hak milik dari
pewaris kepada ahli warisnya.®

7. Sengketa adalah perselisihan antara kedua bela pihak atau lebih, karena
adanya perbedaan pendapat serta pertentangan dari setiap pihak.!’

8. Hukum waris adat menurut Soepomo adalah hukum yang mengatur
peraturan-peraturan mengenai proses penerusan, pengalihan, serta
pemindahan harta benda dan aset-aset, baik yang berwujud maupun tidak
berwujud, dari pewaris kepada keturunannya.*®

9. Lembaga Adat adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat hukum
adat untuk mengatur dan mengelola penyelesaian hal-hal yang berkaitan

erat dengan adat.®®

15 Ardha, Kapita Selekta Hukum Adat. HIm. 5

16 Ahmad Mas’ud, “Hak Waris Bagi Ayah Dalam Pasal 177 Khi (Studi Analisis Pendapat
Para Hakim Di Pengadilan Agama Kendal),” 2016, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6717/.
Him. 2

17 Chandra Irawan, Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia (Bandung: CV.
Mandar Maju, 2010). HIm. 8

18 Agusta Pinta Kurnia. Rizky And Aris Prio Agus Santoso, Pengantar Hukum adat
(‘Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022). HIm.89

19 Sonia And Sarwoprasodjo, “Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Masyarakat
adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya”. Jurnal Sains dan
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, 4(1) (2020): 116.
https://www.researchgate.net/publication/338978566_Peran_Lembaga Adat_dalam_Pelestarian_
Budaya Masyarakat Adat Kampung_Naga Desa Neglasari_Kecamatan_Salawu_Tasikmalaya



F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

10

Hasil penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian

ini. Berikut adalah tabel yang berisi hasil dari penelitian terdahulu:

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan

Nama Penulis

Judul & Tahun

Hasil Penelitian

1. Fernanda,
Melania Sylvia

Pelaksanaan

Pewarisan Pada
Masyarakat adat
Batak Perantauan

Dalam  pelaksanaan  dalam
pembagian warisan terhadap
keluarga Batak di kota semarang
sudah tidak memegang teguh

di Kota Semarang | adat-istiadatnya dalam

(2023) pembagian harta waris. Hal
tersebut  disebabkan adanya
beberapa faktor-faktor seperti
faktor kasih sayang, faktor
agama, dan faktor-faktor lainnya
yang mendukung penyebab
perubahan pembagian sistem
waris.?

2. | Devita Tri Kedudukan Ahli | Hukum adat Batak, yang
Stevany, Waris Perempuan | menganut sistem kekerabatan
Wulanmas Ealatr)n_ patrlllneal,h_ ma5|h_ sanga:

. embagian memengaruhi  pewarisan ada

Anna !:rec_ierlk, Warisa?] Menurut | Batak. galam keFt))anyakan kasus,
dan Dientie | gy Adat Batak | anak laki-laki memiliki hak
Rumimpunu (2024) untuk  menerima  warisan,
sementara anak  perempuan

menerima bagian dari orang tua
suaminya, atau dengan kata lain,
menerima warisan melalui hibah.
Dalam adat Batak, perempuan

biasanya  diposisikan  lebih
rendah  daripada laki-laki.
Meskipun dengan keluarnya
Keputusan hakim MA No.
03/Yur/Pdt/2018 yang
menegaskan untuk

meningkatkan kesadaran akan
pentingnya kesetaraan antara
anak laki-laki dan Perempuan,

®Melania Sylvia Fernanda, “Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat adat Batak
Perantauan Di Kota Semarang,” 2023. https://repository.unika.ac.id/30967/.
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serta  perlindungan  hak-hak
perempuan.  Seiring  waktu,
sistem pewarisan patriarki mulai
terkikis, dan semakin banyak
orang yang mengadopsi
pewarisan yang lebih sederajat.?*

3. | Aisyah, Novia
Alexia

Keberadaan
Hukum
Adat
Pembagian
Warisan Pada
Masyarakat adat

Waris
Dalam

Batak Toba
Sumatera Utara
(2022)

Dalam Adat Batak Toba, hak
waris dibagi antara anak laki-
laki sulung dan bungsu. Anak
kedua, anak bungsu, dan
perempuan tidak dianggap
sebagai ahli waris. Namun,
masyarakat perkotaan telah
mengubah cara pembagian harta
warisan ini. Secara umum,
masyarakat pedesaan masih
menganut sistem patriarki yang
mendahulukan anak laki-laki
sebagai penerus. Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata), hukum
nasional mengenai pewarisan
menetapkan bahwa pemberian
harta waris harus dilakukan
secara adil, dengan anak laki-
laki dan perempuan
mendapatkan bagian sama rata
dari harta warisan. Status
ekonomi anak sebagai waris
juga  dapat  memengaruhi
keputusan tentang pembagian
harta warisan.??

4, Syukur, Ilham

Peran Dalihan Na
Tolu Dalam
Penyelesaian
Sengketa
Kewarisan di

Seperti yang ditunjukkan oleh
peran Dalihan Na Tolu dalam
menyelesaikan sengketa
kewarisan di Desa Lumban
Dolok,  Kecamatan  Siabu,
Kabupaten Mandailing Natal,

21 Devita Tri Stevany, Wulanmas Anna Frederik, and Dientje Rumimpunu, “Kedudukan
Ahli Waris Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Suku Adat Batak,” Lex Privatum 13,
no. 5 (July 15, 2024), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57097.

22 Aisyah, “Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat
adat Batak Toba Sumatera Utara.” Jurnal llmu Hukum, 11(1) (2022): 1-8. https://ejournal.uniska-
kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/2323
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Desa Kecamatan
Siabu. (2022)

konsep hubungan kekerabatan
antar  anggota  masyarakat
Lumban Dolok tercermin dalam
Dalihan Na Tolu. Dalihan Na
Tolu menerima pengaduan dan
membantu pihak yang
bersengketa menyelesaikan
masalah mereka. Dalihan Na
Tolu harus terlibat karena ada
rasa tanggung jawab, cinta, dan
kasih sayang dalam sistem yang
saling mendukung.?®

Pada penelitian terdahulu dijadikan acuan peneliti untuk melakukan sebuah

penelitian. Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan

penelitian yang akan dilaksanakan adalah:

1. Pada penelitian tersebut yang dimana meneliti tentang pembagian harta

waris di Sumatera Utara dan di kota Semarang, sedangkan pada penelitian

ini dilakukan di Kota Palembang untuk mengetahui apakah terdapat suatu

perbedaan dari daerah asli tanah Batak dan semarang dengan daerah

perantauan di Kota Palembang mengenai pembagian harta waris hukum

adat Batak (Marga Pakpahan).

2. Untuk mengetahui kedudukan serta peran dari Dalihan Na Tolu dalam

menyelesaikan sengketa waris terhadap anak perempuan yang berada di

Kota Palembang.

23 Tlham Syukur, “Peran Dalihan Na Tolu Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di
Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu,” 2022. https://etd.uinsyahada.ac.id/8993/
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G. Metode Penelitian
Metode penelitian ini adalah tahap-tahap yang akan digunakan oleh peneliti

untuk mengumpulkan data atau informasi serta memperoleh pengetahuan ilmiah
dan melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Penelitian ini terdiri

dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris
(empirical legal research). “Penelitian hukum empiris merupakan salah satu
jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum
dalam masyarakat” berfungsi sebagai penelitian lapangan pada skripsi ini.
Penulisan dilakukan secara langsung kepada tokoh masyarakat sebagai
objek penelitian.?*

2. Sumber Data
Sehubungan dengan itu sumber data yang digunakan ialah data primer,
data sekunder dan data tersier.

a. Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari hasil
wawancara kepada responden, dan observasi yang berkaitan dengan
topik permasalahan pada penelitian.

b. Data sekunder yaitu bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari:
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat langsung

dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan;

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung
bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal, hasil penelitian,
hasil kegiatan ilmiah, dan lain-lain, serta

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain
kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.25

24 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2023).
HIm. 80

25 Abdul Hamid. Usman et al., Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Hukum
(Palembang: Bumi Askara, 2024). HIm. 16-17
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3. Metode Pengumpulan Data
Penulisan penelitian ini menggunakan metode Literature Research atau
pengkajian kepustakaan dengan menelusuri buku-buku, jurnal, artikel, serta
Undang-Undang. Dengan diiringi Field Research atau studi lapangan yaitu
dengan melakukannya wawancara langsung kepada ketua Adat Batak marga
Pakpahan yang ada di Palembang guna untuk mendapatkan fakta serta
informasi yang ada di lapangan.
4. Analisis Data
Mengacu pada penelitian ini, yang merupakan kategori hukum empiris,
analisis data yang diperoleh bersifat deskriptif kualitatif. Dengan
menggunakan metode wawancara, penulis dapat menganalisis fakta dan
informasi yang ada di masyarakat adat Batak. Pada pengolahan data
dilakukan dengan cara mengolah serta menganalisis data yang telah
dikumpulkan, kemudian dikonstruksikan secara kualitatif. Analisis
kualitatif adalah metode pengolahan dan analisis data yang bersifat non-
statistik.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini, disusun secara keseluruhan dalam empat bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan,
ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual,

tinjauan studi terdahulu yang relevan, serta metode penelitian.
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BABII TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini berisi paparan mengenai kerangka teori yang sangat
relevan dengan judul penelitian.

BABIII PEMBAHASAN
Pada bab ini berisi paparan hasil penelitian dan pembahasan yang
bertujuan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang
diangkat dalam penelitian.

BAB IV PENUTUP
Pada bab ini berisi bagian penutup yang mencakup kesimpulan dan
saran dari keseluruhan isi penelitian. Kesimpulan berfungsi sebagai
jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan,
sementara saran disampaikan sebagai ide untuk memberikan
kontribusi terhadap judul yang diangkat.
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